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Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara
merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini
dimaksudkan untuk menganalisis karakter hukum dan mekanisme kebijakan keuangan Negara darurat pada
masa pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1
Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.Berdasarkan kajian
dan analisis atas peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa karakter hukum dalam kebijakan keuangan
Negara darurat berbeda dengan kebijakan pada umumnya.Karakter hukum pada sektor keuangan Negara
darurat, membuat Pemerintah dapat mengel uarkan kebutuhan anggaran belanja Negaraterlebih dahulu, yang
kemudian diusulkan pada rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisas
anggaran sebagai bentuk Pembahasan Pemerintah atas Hak Budget lembaga legidatif. Dalam kondisi tidak
normal sekalipun pemerintah berkewajiban melaksanakan fungsi pemerintahanya secara baik dan efektif
sehingga dibutuhkankonsep baku kedaruratan yang mengatur protokol mitigasi pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan Negara dalam keadaan darurat, melalui penguatan peran pengendalian
internal Pemerintah yang dapat mencegah dan mendeteksi secara cepat atas potensi penyalahgunaan
anggaran Negara

...... The state financial policy of the COVID-19 pandemic emergency, should be implemented in a
transparent and accountable manner even though it is carried out in an emergency and limited manner. This
is because State finances are a sector that must be managed and accounted for in accordance with the
mechanism of the 1945 Constitution. By using normative juridical research methods, this study isintended
to analyze the legal character and mechanism of emergency State financial policies during the COVID-19
pandemic, based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as
Law Number 2 of 2020. Based on a study and analysis of the applicable regulations, it was found that the
legal character of the emergency State financial policy is different from the policy in general. The lega
character of the emergency State financial sector allows the Government to issue the needs of the State
budget first, which is then proposed in the draft amendment to the APBN and or submitted in the budget
realization report as aform of Government Discussion on Budget Rights of the legislature. Evenin
abnormal conditions, the government is obliged to carry out its government functions properly and
effectively so that a standard emergency concept is needed that regul ates the mitigation protocol for
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managing and accounting for State finances in an emergency, through strengthening the role of the
Government'sinternal control which can prevent and detect quickly the potential misuse of the State budget



